
SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI RALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR   li3      TAHUN2023

TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERIA PEMERINTAH DAERAII KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang   :    a.     bahwa dengan adanya perubahan kebijakan Nasional maupun
Daerah  serta  keadaan  yang  menyebabkan  saldo  anggaran
lebih tahun anggaran sebelumnya yang hams digunakan pada
tahun   ber].alan,   maka   perlu   melakukan   Perubahan   Atas
Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  19  Tahun  2022  tentang
Rencana Keria Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2023;

b.    bahwa   berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana  dimaksud
dalam bumf a,  perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun
2022 tentang Rencana Keria Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat     :     1.     Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang  Penetapan
Undang-Undang   Darurat   Nomor   3   Tahun   1953   tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tin9kat 11 di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1953 Nomor 9),
sebagai     Undang-Undang     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia   Tahun   1959   Nomor   72,   Talnbahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  1820),  sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 Tanah I,aut, Daerah Tingkat 11
Tapin  dan  Daerah  Tin8kat  11  Tabalong  Dengan  Mengubah
Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  1959  tentang  Penetapan
Undang-Undang   Damrat   Nomor   3   Tahun   1953   tentang
Pembentukan  Daerah  Tin9kat  11  di  Kalimantan  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

2.     Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara     (Lembaran Negara   Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor  47,  Tamhahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor   4286),   sebagaimana  telah   dengan   Undang-Undang
Nomor    2    Tahun    2020    tentang    Penefapan    Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2020
tentang  Kebijakan  Keuangan  Negara  dan  Stabilitas  Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
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2019    (Covid-19)    dan/atau    Dalam    Rangka    Menghadapi
Ancaman    yang    Membahayakan    Perekonomian    Nasional
dan/atau   Stabilitas    Sistem   Keuangan   Menjadi   Undang-
Undang  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020
Nomor  134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

3.     Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan    Pembangunan    Nasional    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2004   Nomor   104,   Tambahan
I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.     Undang-Undang  Nomor   17  Tahun   2007   tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025
(I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor   5587),   sebagaimana   telah   diubah   beberapa   kali,
terakhir   dengan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023   Nomor   41,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 6856) ;

6.     Undang-Undang  Nomor   1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04,
Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor
6757);

7.     Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (I.embaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8.     Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323) ;

9.     Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86   Tahun   2017
tentang Tata  Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi
Pembangunan    Daerah,    Tata    Cara    Evaluasi    Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Panjang    Daerah    dan    Rencana    Pembangunan    Jangka
Menengah   Daerah   Serta   Tafa   Cara   Perubahan   Rencana
Pembangunan       Jangka       Panj ang       D aerah ,       Rencana
Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  dan  Rencana Kelja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1213);

10.  Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   70   Tahun   2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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11.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   90   Tahun   2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Noor 1447);

12.  Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   18   Tahun   2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13      Tahun      2019      tentang      haporan      dan      Evaluasi
Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

13.  Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   17   Tahun   2021
tentang   Pedoman   Penyusunan   Rencana   Kelja   Pemerintah
Daerah  Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 496);

15.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   81   Tahun   2022
tentang   Pedoman   Penyusunan   Rencana   Keria   Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 590);

16.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009
tentang   Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah
Kabupaten  Tabalong  Tahun  2005-2025   (I,embaran  Daerah
Kabupaten   Tabalong   Tahun   2009   Nomor   09,   Tambahan
I.embaran Daerah Kabupaten Tabalong 03) sebagalmana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
15     Tahun     2018     tentang     Perubahan     Atas     Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  Kabupaten  Tabalong
Tahun  2005-2025   (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong
Tahun 2018 Nomor 15);

17.  Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang   Pembentukan   dan   Susunan   Perangkat   Daerah
(Lembaran  Daerah  Kabupaten  Tabalong Tahun  2016  Nomor
05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
02),   sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Kabupaten    Tabalong    Nomor    03    Tahun    2021    tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  (Lembaran Daerah  Kabupaten Tabalong Tahun  2021
Nomor 03);

18.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019
tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah
Kabupaten  Tabalong  Tahun   2019-2024   (Lembaran   Negara
Republik  Indonesia  Tahuri  2019   Nomor  04),   sebagaimana
telah diubah dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor  10  Tahun  2021  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan
Daerah  Kabupaten Tabalong Nomor 04  Tahun  2019  tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Tabalong  Tahun  2019-2024   (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
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19.   Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang  Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten   Tabalong   Tahun   2022   Nomor   10,   Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07) ;

20.  Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  69  Tahun  2021  tentang
Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  'I\igas  dan  F\mgsi  Serta
Tata  Kelja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Tabalong  (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

21.  Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  19  Tahun  2022  tentang
Rencana Kelja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSRAN:

Menetapkan   :     PERATURAN  BUPATI  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN
BUPATI TABALONG NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERIA  PEMERINTAII  DAERAH  KABUPATEN  TABALONG  TAHUN
2023.

Pasal I

Beberapa  ketentuan  dalam  Peraturan  Bupati  Tabalong  Nomor  19  Tahun  2022
tentang Rencana Kelja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 20) , diubah sebagai berikut:

1.     Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)    Perubahan    RKPD    Kabupaten    Tabalong    Tahun    2023    merupakan
penyesuaian atas Dokumen Perencanaan Daerah yang berisi program dan
kegiatan  untuk  periode  satu  tahun  dari  tanggal  1  Januari  2023  dan
berakhir  pada  tanggal  31  Desember  2023  yang  dibiayai  melalui  APBD
Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

(2)    Perubahan  RKPD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  menguraikan
tentang perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
Tahun 2023.

2.     Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)    Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun
2019-2024 Tahun keempat.

(2)    Perubahan  RKPD  Tahun  2023  sebaLgaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),
digunakan sebagai pedoman bagi:
a.     SKPD  dalam  menyusun  Perubahan  Rencana  Kelja  SKPD  Tahun

2023;
b.     Penyusunan  rancangan  Perubahan  Kebijakan  Umum  APBD  Tahun

2023;
c.     Penyusunan  Perubahan  Rancangan  Prioritas  dan  Plafon  Anggaran

Sementara APBD Tahun 2023; dan
d.     Penyusunan Rencana perubahan APBD Tahun 2023.
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3.     Ketentuan pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)    Perubahan RKPD sebagaimama dimcksud dalam Pasal 2 ayat (2) tertuang
dalam Naskah Perubahan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2023.

(2)    Perubahan RKPD  sebagainana dinaksud pada ayat  (1)  disusun dengan
sistematika:
Dab I.
Bab 11.

Bab Ill.
Dab IV.
Bab V.
Bab VI.

Pendchuluan;
Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan 'hiwulan 11 (Triwulan Dua)
tahun berkenaan;
Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
Sasaran dan Fhioritas Pembangunan Daerah;
Rencana Kelja dan Pendanaan Daerah; dan
Penutup.

(3)    Isi  dan  uralan  RKPD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tercantum
dalam Lanpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalan Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di  Tanjung
padatanggal   31   uTLtli   23#

BUPATI TABALONG,

TTD
ANANG SYAKHFIANI

Diundanrty q Tapjpn8
padaLtanggal   =i.   J

SEKRETARIS DAERAII KABUPAIEN TABALONG,

'TTP

HAMIDA MUNAWARAII

BERITA DAERAH KABUpATEN TABALONG TAIIUN 2o23 NOMOR .. a G


